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PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, 

PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, DAN E-SAMSAT TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN 

SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI 

KABUPATEN NGAWI 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib 

pajak, pemahaman pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan E-Samsat terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisaisi perpajakan sebagai 

variabel moderasi. Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak 

kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi.  Pengambilan sampel ini dengan 

metode accidental sampling . sampel yang digunakan sebanyak 100 responden 

wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Pemahaman pajak, pelayanan fiskus, dan E-Samsat tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan tidak mampu 

memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, 

pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, 

pelayanan fiskus, sanksi pajak, e-samsat, sosialisasi perpajakan 

 

Abstract 

This research sought to determine the influence of taxpayer awareness, tax 

understanding, tax service, tax sanction, and E-Samsat on vehicle taxpayer 

compliance with tax socialization as a moderating variable. The research 

population included all vehicle taxpayers in Ngawi Regency. Accidental sampling 

method was used to gather the research samples, amounting to 100 taxpayer 

respondents. Moderated Regression Analysis (MRA) was used to analyze the data 

in this research. The research results revealed that taxpayer awareness has an 

effect on taxpayer compliance. Tax understanding, tax service, and E-Samsat have 

no effect on taxpayer compliance. Tax socialization is unable to strengthen the 

relationship between taxpayer awareness, tax understanding, tax service, tax 

sanction, and E-Samsat on taxpayer compliance. 

Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax understanding, tax 

service, tax sanction, e-samsat, tax socialization 

1. PENDAHULUAN 

 

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-

undang yang bersifat memaksa dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak 
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mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunn (Siahaan,2013). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonami dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pajak daerah diproyeksikan sebagai 

salah satu pilar penerimaan secara mandiri sehingga akan menjadi sumber dana 

bagi pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya (Pratama,2014). Menurut 

Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis 

pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu 

jenis pendapatan pajak daerah diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB).Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak provinsi 

yang sejak tahun 1976 telah dipungut dan menjadi menjadi salah satu 

penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan bermotor 

merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan 

bermotor (Suryarini dan Tarsis, 2012).  

Peraturan perpajakan telah dibuat pemerintah agar dapat meningkatkan 

kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk 

memenuhi keajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas 

(Susilawati dan Budiartha, 2013). Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan 

kewajibannya terhadap negara akan membuat wajib pajak untuk melaporkan dan 

membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian Meiningsih dan Eka (2019) 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor. 

Kesadaran akan timbul jika wajib pajak paham mengenai manfaat yang 

diperoleh dari membayar pajak. Menurut Rahayu (2010) kualitas pengetahuan 

pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
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memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman 

yang tinggi dapat menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak.  

upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan 

pelayanan baik kepada wajib pajak. Menurut Field dan Frey (2007), masyarakat 

akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka 

merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya 

perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas dari 

pemerintah. Pelayanan dalam perpajakan dilakukan evaluasi setiap tahunnya guna 

memberikan mutu yang baik. 

Selain pemberian pelayanan, masyarakat juga dituntut untuk melakukan 

kewajibannya dengan membayar pajak sesuai batas yang telah ditentukkan.  Jika 

wajib pajak tidak patuh maka berhak untuk diberikan sanksi berupa denda 

administrasi. Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada 

orang yang melanggar peraturan. Peraturan penting untuk ditegakkan agar ada 

batasan dalam bertindak sehingga tidak merugikan orang lain. Sanksi diperlukan 

agar praturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum,2012).  

Pemerintah terus berupaya agar wajib pajak dapat tepat waktu dalam 

membayar pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak yaitu dengan pemberian 

fasilitas berbentuk digital dengan tujuan dapat mempermudah wajib pajak. 

Menurut Hertiarani (2016), pelayanan pajak kendaraan bermotor berjalan dengan 

efektif dan efisien dilihat dari pemberian pelayanan yang semakin cepat dan 

mudah dengan sistem real time online. Peluncuran sistem E-Samsat bertujuan 

untuk mempermudah wajib pajak yang prosesnya dapat dilakukan dirumah 

dengan membayar lewat ATM atau dapat  ditempat tertentu yang sudah 

bekerjasama dengan SAMSAT. 

Proses membayar pajak dengan metode e-samsat sangat efektif dan efisien 

diterapkan terlebih dalam keadaan pandemi seperti ini agar masyarakat 

mengetahui program dari samsat pemerintah memberikan sosialisasi perpajakan 

agar masyarakat dapat paham pentingnya dalam membayar pajak. Menurut 

Dharma (2014), sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, 

informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada 
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khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan 

perundang-undangan. Sosialisasi yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajaan dalam penelitian ini dijadikan 

sebagai variabel moderasi yaitu yang berfungsi untuk memperkuat dan 

memperlemah antara variabel independen dengan variabel dependen  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Meiningsih dan Eka 

(2019) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, 

Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) di Kabupaten Ngawi.. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis memutuskan 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Kesadran Wajib Pajak, 

Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan E-Samsat terhadap 

Kepatuhan Wajub Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan 

sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Ngawi”. Tujuan penelitian ini untuk 

meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, pelayanan fiskus, 

sanksi pajak, dan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

dan juga menguji pengaruh sosialisasi perpajakan sebagai moderasi antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak 

kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Pengambilan sampel ini dengan 

menggunakan metode accidental sampling atau sampling insidental. Sampling 

insidental adalah teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel 

apabila orang tersebut sesuai dengan sumber data. 

Penelitian ini memiliki satu variabel dependen, lima variabel independen, 

dan satu variabel moderating. Variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).  
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Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan 

variabel lain. Variabel idependen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib 

pajak (X1), pemahaman pajak (X2), pelayanan fiskus (X3). Sanksi pajak (X4), E-

Samsat (X5). 

Variabel moderating merupakan variabel yang memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan dependen. 

Variabel moderating dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan (Z). 

Berikut model persamaan dalam penelitian ini dengan menggunakan Model 

Moderated Regression Analysis (MRA): 

KPWP=a+b1KSWP+b2PP+b3PF+b4SNP+b5ES+b6SSP+b7(KSWP*SSP)+

b8(PP*SSP)+b9(PF*SSP)+b10(SNP*SSP)+b11(ES*SSP) 

Dimana: 

KPWP          = Kepatuhan Wajib Pajak 

a                    = Konstanta 

b                    = Koefisien Regresi 

KSWP           = Kesadaran Wajib Pajak 

PP                  = Pemahaman Pajak 

PF                  = Pelayanan Fiskus 

SNP               = Sanksi Pajak 

ES                 = E-Samsat 

SSP               = Sosialisasi Perpajakan 

KSWP*SSP = Kesadaran Wajib Pajak Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan 

PP*SSP       = Pemahaman Pajak Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan 

PF*SSP        = Pelayanan Fiskus Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan 

SNP*SSP    = Sanksi Pajak Dimoderasi Sosialisasi Pajak 

ES*SSP        = E-Samsat Dimoderasi Sosialisasi Pajak 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil 

3.1.1 Uji Statistik Deskriptif 

Hasil penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak 

menghasilkan nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 16. Nilai 

rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 14,32 dengan standar 

deviasi sebesar 1,705 yang menunjukkan penyimpangan data tersebut kecil karena 
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standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata. Hasil penilaian responden 

terhadap variabel pemahaman pajak menghasilkan nilai minimum sebesar 8 dan 

nilai maksimum sebesar 16. Nilai rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak 

sebesar 13,81 dengan standar deviasi sebesar 1,978 yang menunjukkan 

penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai 

rata-rata. Hasil penilaian responden terhadap variabel pelayanan fiskus 

menghasilkan nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20. Nilai 

rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 18,04 dengan standar 

deviasi sebesar 2,233 yang menunjukkan penyimpangan data tersebut kecil karena 

standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata. Hasil penilaian responden 

terhadap variabel sanksi pajak menghasilkan nilai minimum sebesar 10 dan nilai 

maksimum sebesar 16. Nilai rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak 

sebesar 13,96 dengan standar deviasi sebesar 1,797 yang menunjukkan 

penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai 

rata-rata. Hasil penilaian responden terhadap variabel E-Samsat menghasilkan 

nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 16. Nilai rata-rata (mean) 

variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 14,02 dengan standar deviasi sebesar 

1,896 yang menunjukkan penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi 

lebih kecil dari pada nilai rata-rata. Hasil penilaian responden terhadap variabel 

sosialisasi perpajakan menghasilkan nilai minimum sebesar 10 dan nilai 

maksimum sebesar 20. Nilai rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak 

sebesar 16,83 dengan standar deviasi sebesar 2,821 yang menunjukkan 

penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai 

rata-rata.Hasil penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak 

menghasilkan nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 16. Nilai 

rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 12,54 dengan standar 

deviasi sebesar 2,642 yang menunjukkan penyimpangan data tersebut kecil karena 

standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata. 
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3.1.2 Uji Kualitas Data 

Hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua indikator kuesioner adalah 

valid, karena setiap indikator memiliki Rhitung yang lebih besar dari Rtabel 

(0,1654) dan juga dapat dikatakan valid karena tingkat signifikan kurang dari 0,1. 

Hasil uji reabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha semua 

variabel lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepatuhan wajib pajak, kesadran wajib pajak, pemahaman pajak, pelayanan 

fiskus, sanksi sosial, e-samsat, dan sosialisasi perpajakan realibel 

3.1.3 Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji normalitas dalam penelitian terdistribusi secara normal. Kerena nilai Sig. 

(2-tailed) 0,258 lebih besar dari 0,10. 

Hasil uji multikolinearitas pada variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman 

pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, e-samsat, dan sosialisasi perpajakan 

memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka dalam 

penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

Hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian bebas dari heteroskedastisitas 

karena variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, pelayanan fiskus, 

sanksi pajak, dan e-samsat lebih besar dari 0,1. 

3.1.4 Pengujian Hipotesis 

Tabel 1.  Moderated Regression Analysis (MRA) 

Variabel Beta T Sig Keterangan 

(Constant) 3,302 0,548 0,585  

Total_KSWP 1,031 1,889 0,062 Diterima 

Total_PP 0,496 1,083 0,282 Ditolak 

Total_PF -0,621 -0,980 0,330 Ditolak 

Total_SNP -0,079 -0,150 0,881 Ditolak 

Total_ES -0,131 -0,477 0,635 Ditolak 

Total_SSP 0,158 0,321 0,749 Ditolak  

KSWP_SSP -0,048 -1,081 0,283 Ditolak 

PP-SSP -0,032 -0,817 0,416 Ditolak 

PF_SSP 0,056 1,028 0,307 Ditolak 

SNP_SSP 0,003 0,063 0,950 Ditolak 

ES_SSP 0,014 0,615 0,540 Ditolak 

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS, 2021 
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Berdasarkan tabel 1 menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut 

KPWP=3,302+1,031KSWP+0,496P–0,621PF–0,79SNP- 

0,131ES+0,158SSP–0,048KSWP_SSP-

0,032PP_SSP+0,056PF_SSP+ 0,003SNP_SSP+0,014ES_SSP 

Nilai R square sebesar 52,30% menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, 

pemahaman pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan e-samsat dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan sisanya sebesar 47,70% dijelaskan 

variabel lain diluar penelitian. Nilai signifikan F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,1 

yang berarti seluruh variabel dalam model penelitian ini layak untuk digunakan.  

Kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,062 lebih kecil dari 0,1. 

Sehingga dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak memiliki nilai signifikansi 0,282 lebih 

besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan pemahaman pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi 

0,330 lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan pelayanan fiskus tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Sanksi pajak memiliki nilai 

signifikansi 0,881 lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan sanksi pajak 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. E-Samsat memiliki nilai 

signifikansi 0,635 lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan E-Samsat 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi perpajakan terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak 

dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,283 lebih besar dari 

0,1. Sehingga dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan tidak tidak mampu 

memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak.Sosialisasi perpajakan terhadap hubungan antara pemahaman pajak dengan 

kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,416 lebih besar dari 0,1. 

Sehingga dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan tidak tidak mampu 

memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi perpajakan terhadap hubungan antara pelayanan fiskus dengan 

kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,307 lebih besar dari 0,1. 

Sehingga dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan tidak tidak mampu 
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memoderasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi perpajakan terhadap hubungan antara sanksi pajak pajak dengan 

kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,950 lebih besar dari 0,1. 

Sehingga dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan tidak tidak mampu 

memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi 

perpajakan terhadap hubungan antara E-Samsat dengan kepatuhan wajib pajak 

memiliki nilai signifikansi 0,540 lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan 

sosialisasi perpajakan tidak tidak mampu memoderasi pengaruh E-Samsat 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3.2    Pembahasan 

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena 

memiliki nilai signifikansi 0,062 lebih kecil dari 0,1. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Ilhamsyah, dkk (2016) dan Meiningsih dan Eka (2019) yang 

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Susanti (2018) 

yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena 

memiliki nilai signifikansi 0,282 lebih besar dari 0,1.Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Arisandy (2017) yang menyatakan bahwa 

pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ilhamsyah, dkk (2016) 

dan Meiningsih dan Eka (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena 

memiliki nilai signifikansi 0,330 lebih besar dari 0,1. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Handayani dan Nujmatul (2017) yang 

menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Burus, dkk (2016) 

dan Meiningsih dan Eka yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Sanksi pajak tidak berpengaruh terhdap kepatuhan wajib pajak karena nilai 

signifikansi 0,881 lebih besar dari 0,1. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Handayani dan Nujmatul (2017)  yang menyatakan 

bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ilhamsyah, dkk 

(2016) dan Meiningsih dan Eka (2019) bahwa sanksi pajak berpengaruh pterhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai 

signifikansi 0,635 lebih besar dari 0,1.Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Susanti (2018) yang menyatakan bahwa E-Samsat tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun,  

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wardani dan Fikri (2018) dan Putri 

(2018) bahwa E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran 

wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak karena memiliki niali signifikansi 

0,283 lebih besar dari 0,1. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jayusman 

(2017) bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi antara kesadaran 

pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian Putri (2018) bahwa sosialisasi pajak mampu memoderasi antara 

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi antara pemahaman pajak 

dengan kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai signifikansi 0,416 lebih besar 

dari 0,1. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jayusman (2017) bahwa 

sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi antara pengetahuan perpajakan 

dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Putri (2018) tidak 

sesuai dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak mampu 

memoderasi antara tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Sosialisasi tidak mampu memoderasi antara pelayanan fiskus dengan 

kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai signifikansi 0,307 lebih besar dari 

0,1. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jayusman 
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(2017) dan Syafa’at (2019) bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu 

memoderasi antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. 

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Megawangi dan Putu (2017) 

yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajkan mampu memoderasi pengaruh 

kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi 

pajak dengan kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai signifikansi 0,950 lebih 

kecil dari 0,1. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jayusman (2017) dan 

Hartana dan Ni Ketut (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak 

mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib 

pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Prabudi (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu 

memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara E-Samsat 

dengan kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai signifikansi 0,540 lebih besar 

dari 0,1. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelian yang dilakukan Noviani 

(2018) yang menyaakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memperkuat 

pengaruh E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri (2018) dan Ismail, dkk (2018) 

bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi antara penerapan e-filling 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran 

wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara varibabel 

pemahaman pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan E-Samsat tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Varibael sosialisasi perpajakan juga 

tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

Penelitian ini terdapat keterbatasan dalam pengumpulan data menggunakan 

kuesioner ada kemungkinan responden menjawab dengan kurang objektif yang 
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mengakibatkan hasil yang diperoleh kurang maksimal dan Penelitian ini 

menggunakan beberapa variabel yang belum bisa menjelaskan faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama dalam penggunaan variabel 

moderasi. Berdasarakan keterbatasan dan kekurangan tersebut penulis berharap 

bagi peneliti selanjutnya agar mempertimbangkan hal-hal tersebut. 
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